MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koorinator Bidang Pembangunan Manusia
Manusia dan Kebudayaan perlu menyusun peta proses bisnis
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;

b. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi
instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar wunit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;



Mengingat

Menetapkan

—_
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Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Rencana  Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652);
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.



Pasal 1
Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan diagram
yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2
Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3
Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan
pedoman atau acuan bagi wunit kerja di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan dalam melaksanakan proses bisnis sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2020

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

ol

Sorni [Paskah Daeli



Presiden

Kementerian/

Lembaga dan
Pemda

Masyarakat

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian

Koordinasi dan Sinkronisasi .
Pengendalian Pelaksanaan

Perumusan, Penetapan, dan

Kebijakan Kementerian/

Pelaksanaan Kebijakan

Bidang PMK Lembaga Bidang PMK

manusia dan kebudayaan
Arahan strategis Presiden

Isu terkait pembangunan

|

engendalian pelaksanaan kebijakar

aporan hasil pengendalianﬁ

Usulan kebijakan Presiden

pr——_aporan hasil knordinasiJ

Proses Utama

Layanan Penunjang
|

Perencanaan Kerja Sama

Laporan masyarakat dan informasi publik

Komunikasi dan

Persidangan Teknologi Informasi

Manajemen Organisasi

8 Pengawasan Internal
Pelayanan umum Sumber Daya Manusia g

Proses Pendukung

Kementerian/
=Kebijakan Kemenko=j Lembaga dan
Pemda

komendasi hasil pengendaliary

=R

komendasi hasil koordinas

‘ Tindak lanjut . Masya rakat

laporan




_0.

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang PMK

PMK-0
' Perencanaan

Pengendalian Pelaksanaan PMK-04
Kebijakan Kgmenterian/ A, ~
e —
PMK-0101 PMK-0102 .
— i
0

Koordinasi dan Sinkronisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan,
PMK-
Perumusan, Penetapan dan Penetapan dan Pelaksanaan
Presiden Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Pemerataan

y

[““manusia dan kebudayaan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Wilayah dan
\ K Penaggulangan Bencana

Usulan kebijakan Presiden

==L aporan hasil koordina siJ

Rekomendasi hasil koordinasi;

Rencana kerja dan anggaran

“Arsip, data dan informasi

Kementerian/ PMK-0103 PMK-0104

Lembaga dan e
Pemda

Isu terkait pembangun

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan,

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan,
Penetapan dan Pelaksanaan

Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan

=====Rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian

“Arahan strategis Presiden

Kementerian/

HL 1 I Kebljl?ka: Bidal;g Piningbkatan Kualitas Bidang Peningkatan Kualitas Anak, l-Rancangan retijakarpe (IMISMbAEAdAR
ic: S [E § esehatan dan Pembangunan Perempuan dan Pemuda
53 g @ Kependudukan \ Pemda
% E g
Masyarakat =g £ 5 < Tindak lanjut
58 35 ——aporan —F  Masyarakat
S e S PMK-0105 PMK-0106
33 5 3
< A q a q . Kebiiakan Menk
Menko PMK g Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, ebijakan Menko Menko PMK

Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Revolusi Mental, Pemajuan
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan
K dan Modernisasi Beragama

PMK-O
Perencanaan
PIVIK-04
Kerja Sama
PI\
/K-09

dan Teknologi Informasi

Pengawasan Internal

Materi publikasi, data dan inforrr

Y
N e e e e e — — — — e — — — — — — — — — —

[ e mem—

MK-0 DMK
Manajemen Organisasi Pengawasan Internal
PIMIK-0
Komunikasi dan Teknologi Informasi
PI\
Pelayanan Umum

/
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

|




-3-

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/ Lembaga Bidang
PMK

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan,
dan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan, dan
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
PMK

Perencanaan

Kerja Sama

— il

Rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian

i

5 )
g | |
g | PMK-0201 PMK-0202 PVIK-06
I < 5 e
resl en * © N — PVIK-
55 & % | Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan | | % —>
] 5 .. . X )
N 2 < | Kebijakan Kementerian/ Kementerian/ Lembaga Bidang B
k-l s = . . - 8
E § E E Lembaga B|dang Penn’]gkatan Pemerataan Pembangunan Wilayah | -‘.: = Laporan hasil pengendalia
EZ‘ P £ | Kesejahteraan Sosial K dan Penanggulangan Bencana | gE ;
(T -
. 2 o o | © 5
= o . .
Kementerian/ g & I | &5 Usulan kebijakan Presiden
lembagadan ~ ——3§ £ | PMK-0203 PMK-0204 11£3 .
Pemda T i | z Kementerian/
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan r Rancangan kebijakarn>  Lembaga dan
5 % 5 | Kementerian/ Lembaga Bidang Kebijakan Kementerian/ Lembaga | ! i
£3 g K | Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, | | I_ I- Pemda
S c c ]
[ = 5 Pembangunan Kependudukan g *
Masyarakat ™~ g E § _g | € P \ Perempuan, dan Pemuda | g Rekomendasi hasil pengendalian
£8 o | | €
= C o)
5= ] @ | S Tindak lanjut
Q < 4
=g g £ | | | $ bporan ——>  Masyarakat
Menko PMK s ? T
enko z | PMK-0205 PMK-0206 I
©
'm' | Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan | .Ai;‘ Kebijakan Menko Menko PMK
T — | Kebijakan Kementerian/ Lembaga Kementerian/ Lembaga Bidang | =
Kerja Sama | Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Peningkatan Kualitas Pendidikandan | | 2
Modernisasi Beragama |
/

PMK-0
Manajemen Organisasi
PMK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi
Pelayanan Umum
Sumber Daya Manusia

@udayaan, dan Prestasi Olahraga

{

PVK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-



Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan

Bidang PMK
w
©
g £
C ch
a0 © @©
ScEw
2855
Pengendalian Pelaksanaan g s c £
Kebijakan Kementerian/ § _§ g
Lembaga Bidang PMK = 8§

LCUEREINE]

Persidangan

To——
mifem
e

PMK-0
Manajemen Organisasi

PMK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pelayanan Umum

PMK-10

Sumber Daya Manusia

PMK-

- Data & informasi kegiatan

Dan isu strategis

Dasar hukum: e

_4-

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Perencanaan

Pengawasan internal

Pengawasan Internal

PMK-0301

Perencanaan Program dan

Anggaran
\_

PMK-0303

Administrasi Pengelolaan dan
Pelaksanaan Kegiatan

Strategis

PMK-0302

Pemantauan, Analisis,
Evaluasi dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja

.

PMK-0304

Pengelolaan dan Penanganan
Isu Strategis

Dukungan internal,

PMK-01
Koordinasi dan Sinkronisasi,

Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kementerian/

Lembaga Bidang PMK

Kerja Sama

Persidangan
PMK-0
Manajemen Organisasi
PMK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi
PMK-09

Pelayanan Umum

Sumber Daya Manusia

PMK

Pengawasan Internal




_5-

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Kerja Sama

— . o s - ————— — — — — — — —
Koordinasi dan Sinkronisasi ( \ Koordifasiidan Sinkronisasi
Perumusan, Peneta_pan dan | | Perumusan, Penetapan dan
PeIaks§naan Kebijakan B o1 | Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK [ ' | Bidang PMK
| Kerja Sama Luar Negeri |
szl el s £ 4 | \ I = Pengendalian Pelaksanaan
v . 5 2 _
Kebijakan Ke.menterlan/ o £ I | c Kebijakan Kementerian/
SRR LS é o I ‘3 Lembaga Bidang PMK
—
@ 8 I g
PMK-0 8 g I I g
©
: £ . Persid:
< | Kerja Sama Antar Lembaga | r——
PMK-O w VIK-
PIVIK-08 a0 PVIK-08
§ I \ I Komunikasi dan Teknologi Informasi
PMK-09 ‘ I PMK-09
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — PMK-10
PMK-10
MK- :

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal



-6-

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Koordinasi dan Sinkronisasi - ————————— — — — — — — - Koordinasi an Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan dan Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan

Bdiang PMK

Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK

PMK-0501 PMK-0502

Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan

- -

Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kementerian/
Lembaga Bidang PMK

Advokasi Hukum

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kementerian/
Lembaga Bidang PMK

nota kesepahaman
- Permintaan telaahan dan bantuan hukum

Perencanaan

Dukungan internal

PMK-0
Perencanaan
PMK-04
[CUEREINE]

PMK-

PM
/
AK
/K
/K

PMK-0503

Kerja Sama

- Data & informasi konsep PerUU dan

Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi Hukum dan
\ Infromasi Hukum

Persidangan

Manajemen Organisasi

Komunikasi dan Teknologi Informasi

n

Pelayanan Umum

o — — — — — — —

PMK-10

06
\"
PN\ -10

——— ————— — — — — — — — — — — — — — — — Sumber Daya Manusia

PMK-
Pengawasan Internal

=Pengawasan internal




-7 -
PETA SUBPROSES LEVEL 1

Persidangan

o o

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan

/ _____________________ -

’ R
Koordinasi dan Sinkronisasi I PKoordma5| dEn Sl?krom(sjam
Perumusan, Penetapan dan | PMK-0601 PMK-0602 erumusan, Fene a.;.)an an

. Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan | Bid PMK
Bidang PMK I Koordinasi dan Fasilitasi Perekaman Data Transkrip 1aang
I Penyiapan Bahan dan Penyusunan Notulensi
I Persidangan Persidangan
I
I

lan Teknologi Informasi
PM

Komu dan Teknologi Informasi

Pelayanan Umum

c
g
o @ i o g
Pengendalian Pelaksanaan g g g Kebijakan Kgmenterlan/
Kebijakan Kementerian/ gL 2 Lembaga Bidang PMK
Lembaga Bidang PMK & c ‘c
5o o
-g. S I g MK-0
<
PMK-0 § D:U I g Perencanaan
PMK-04 ' Tg I Kerja Sama
T - | Penyusunan Hasil Pengelolaan Data Hasil e
: I Persidangan Persidangan
Manajemen Organisasi ruuo I PMK-08
c
g I

Sumber Daya Manusia

PMK-09
PMK-10
PMK

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal




_8-
PETA SUBPROSES LEVEL 1

Manajemen Organisasi

Kebijakan Kementerian/ Lembaga Bidang PMK

Lembaga Bidang PMK

— - = - - = =~
Koordinasi dan Sinkronisasi 14 \ Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan dan | | Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan | PMK-0701 PMK-0702 | Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK | | Bidang PMK
| Perencanaan Organisasi Penataan Organisasi |
| \ \ I Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan | I Kebijakan Kementerian/

Perencanaan

Saran dan masukan
terkait ortala
Dukungan internal

Perencanaan
PMK-04

(CUEREINE]

Dasar hukum

PMK-0703 PMK-0704

4

'Q | I
Kerja Sama g 1 I I
W_..J‘ £ g
PMK-06 .§ ‘E : : Persidangan
g 5 | Penataan Tata Laksana Adrmn.lstraa Layanan | omunikadan Tekologi nformas
g Organisasi dan Tata Laksana
PMK-09 & I \ \ I Pelayanan Umum
o PMK-10
£ |
PMK-10 I | Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia \ _ / .“‘Pengawasan Internal

PMK-
Pengawasan Internal



-9._

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Komunikasi dan Teknologi Informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi e Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan dan / \ Perumusan, Penetapan dan
.. PMK-0801 PMK-0802 o
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang PMK

Bidang PMK

. Pengelolaan Teknologi
Pengelolaan Informasi g g

| Informasi |
Laporan masyarakat Tindak lanju
Masyarakat dan informasi publif | \ \ | laporan Masyarakat
S e | PMK-0803 N
c f=s
o £ =
Pengendalian Pelaksanaan B ? | | é Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kementerian/ § ﬁ < Kebijakan Kementerian/
Lembaga Bidang PMK €5 c PengeIOIaan Kehumasan ‘é" Lembaga Bidang PMK
EE S I | 2
52 3 | K | g
a <
— —_— PMK-0
| .
e 8 PMK-04
PK-04 z | PMK-0804 PMK-0805 | Kerja Sama
| !
c . . :
g Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Perpustakaan i
| !
PMK-0 Manajemen Organisasi
Manajemen Organisasi I \ K I .“‘.;ela I
e N\ __ —_ __ - __ _—_—_—_——_—— . _ _—_—_—_—__—_—_—_—_—_—— _/ e
elayanan Umum
o

mber Daya Manusia Pengawasan Internal

engawasan Internal




- 10 -

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Pelayanan Umum

Ve AN
PMK-01 [ |
Koordinasi dan Sinkronisasi I g 1-0901 50902 | Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan dan | | Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan [ L | Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK | Ketatausahaan Pimpinan Keprotokolan | Bidang PMK
[ | Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan | PMK-0903 | = Kebijakan Kementerian/
Kebijakan Kementerian/ = £ & Lembaga Bidang PMK
Lembaga Bidang PMK g E | | g
= )
g e [ Kearsipan dan Persuratan | &
<5 | I 2
PIVIK-0 — 3 Perencanaan
1 , \_ L]
5 © 8
: Kerja Sama E I I
“_ 5 [ PMK-0904 PMK-0905 |
PMK-06 .
: Manajemen Organisasi I Kerumahtanggaan Pengadaan Bara ng dan Jasa I dan Teknologi Informasi
o \_ '
Sumber Daya Manusia &
PMK- | I Pengawasan Internal
Pengawasan Internal \ /



Koordinasi dan Sinkronisasi

Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kementerian/ <
Lembaga Bidang PMK 3

o

c

©

2,

PMK-0 ©

oo

5
PMK-04 a

PMK-06
Persidangan
PMK-0

Manajemen Organisasi

PMK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-09
Pelayanan Umum
PMK-

Pengawasan Internal

Kepegawaian dan SDM

Pengawasan internal

PMK-010

-11 -

PETA SUBPROSES LEVEL 1

Sumber Daya Manusia

PMK-01001

PMK-01002

_

Perencanaan Kepegawaian Pengadaan Kepegawaian dan
dan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

_

PMK-01003

PMK-01004

Pengembangan Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia

\ Koordinasi dan Sinkronisasi

Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PMK

Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kementerian/
Lembaga Bidang PMK

PMK-0

Perencanaan
PMK-04

Dukungan internal

Kerja Sama

Persidangan

ogi Informasi

Pelayanan Umum

/ Pengawasan Internal



-12 -

PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-011

Pengawasan Internal

Koordinasi dan Sinkronisasi \ Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan, Penetapan dan Perumusan, Penetapan dan
i Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksar)aan Kebijakan o1 101 - -
Bdiang PMK idang

Pengawasan Internal

Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kementerian/

Pengendalian Pelaksanaan

—_———————

Laporan pelaksanaan
Program dan kegiatan

©
Kebijakan Kementerian/ < Lembaga Bidang PMK
Lembaga Bidang PMK ! b=
I——»' c
I I gb PMK-O
" | e
rencanaan — I PMK-01102 a PMK-04
\ F I I Kerja Sama
: £ X
Sa =
i T . |
"t | Administrasi Layanan k.06
c = :
= e L pengowson merval | |
Persidangan 8o
PMK-0 8 I \ I Manajemen Organisasi
Manajemen Organisasi I
PMK-08 I asi dan Teknologi Informasi
\ |
N _/

Pelayanan Umum PMK-10
PMK-10 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia



- 13-

PETA HUBUNGAN PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Koordinasi dan Sinkronisasi . " "
Pengendalian Pelaksanaan Laporan hasil pengendalian
Perumusan, Penetapan dan = N
e Kebijakan Kementerian/
Pelaksanaan Kebijakan "
id Lembaga Bidang PMK
Bidang PMK Usulan kebijakan Presiden
. Menko, Menteri/ Kepala LPNK, Menko, Menteri/ Kepala LPNK,
Pre5|den Seskemenko, Deputi, Asdep Seskemenko, Deputi, Asdep T
* pe—|_gporan hasil koordinast
~ Pengendalian pelaksanaan kebijakar J X
=
§ Proses Utama
5 8 £ Kementerian/
= v ;"
& -8 & - Kebijakan Kemenko| Lembaga dan
Kementerian/ s 2 & Layanan Penunjang - g
£ g | Pemda
Lembaga dan  =——'=g ¢ 4
= S = PMK-05 - . . .
Pemda S @ = ) Rekomendasi hasil pengendalia
o 3 < Hukum, Persidangan, J
G e— . Organisasi, dan Komunikasi Rekomendasi hasil koordinas
2 g Perencanaan Kerja Sama
Menko, Seskemenko, Karo
Menko, Seskemenko, Karo Menko, Seskemenko, Karo Hukum, Persidangan,
Perencanaan dan Kerja Sama Perencanaan dan Kerja Sama Organisasi dan Komunikasi
Masya rakat aporan masyarakat dan informasi publi Tindak lanjut M rakat
laporan . asyaraka
PMK-06 PMK-07 PMK-08
Persidangan Manajemen Organisasi Komunikasi dan TI
Menko, Seskemenko, Karo Menko, Seskemenko, Karo Menko, Seskemenko, Karo
Hukum, Persidangan dan Hukum, Persidangan dan Hukum, Persl(?ang.an dan
Komunikasi Komunikasi Komunikasi
PMK-09 PMK-10
Pelayanan umum Sumber Daya Manusia
Pengawasan Internal
Menko, Seskemenko, Karo Menko, Seskemenko, Karo
Umum dan Sumber Daya Umum dan Sumber Daya Menko, Seskemenko, Inspektur
Manusia Manusia
Proses Pendukung

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

£

Sorni [Paskah Daeli



